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ABSTRAK

Perkembangan HAM universal dan HAM partikular di dunia
juga telah mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dalam pertimbangan putusannya. Mahkamah Konstitusi sendiri pernah
memutuskan dua putusan tentang perkawinan dengan menerapkan
pola HAM yang berbeda yaitu, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
tentang Anak di Luar Perkawinan yang memiliki perspektif hukum
HAM universal-relatif dan putusan MK No. 8/PUU-XI1/2014 tentang
Perkawinan Beda Agama yang memiliki hukum HAM perspektif
partikular-relatif.

Penelitian ini merupakan peneitian pustaka (library research)
yang yang bersifat deskriptif-analitik melalui metode komparatif yaitu
dua putusan MK. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
studi kepustakaan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian
dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada
teori negara hukum dan HAM serta teori penafsiran hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
tiga faktor penerapan HAM dalam dua putusan ini, yaitu objek
perkara, pola penafsiran Konstitusi, dan MK menerapkan pemahaman
cenderung kontekstual dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan
cenderung tekstual dalam Putusan MK No. 8/PUU-XII/2014.
Sedangkan indikator penerapan HAM universal terdapat lima
indikator. Pertama, penafsiran Konstitusi harus memberikan
perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas. Kedua,
mengakomodasi kovenan Internasional yang relevan di Indonesia dan
belum diatur dalam perundang-undangan. Ketiga, melindungi hak
konstitusional warga negara. Keempat, memulihkan kembali hak-hak
konstitusional yang dilanggar. Kelima, harus didasarkan pada
perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya internasional
yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penafsiran Konstitusi, Mahkamah
Konstitusi
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945 memiliki konsekuensi bahwa setiap sikap,
kebijakan, dan perilaku alat negara serta penduduk harus
berdasar hukum sesuai dengan prinsip the rule of Law, and not
of Man, yang sejalan dengan pengertian ‘nomocratie’, yaitu
kekuasaan dijalankan oleh hukum, ‘rmomos "' Melihat
konsekuensi tersebut, dapat dilihat bahwa dalam negara hukum
terdapat pembatasan kekuasaan. Negara tidak maha kuasa,

negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus

memiliki lembaga yudisial yang independen.”

Dalam perjalanan ketatanegaraan, Indonesia memiliki
lembaga yudisial berupa Mahkamah Agung sebelum reformasi.
Tetapi tidak dengan lembaga penafsiran konstitusi, selama
penafsiran Konstitusi atas UUD 1945 dilaksanakan oleh
lembaga non-yudisial, ketatanegaraan masih belum berkembang
baik, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai teori
penafsiran Konstitusi yang sesuai dengan konstitusionalisme

dalam UUD 1945 dan perkembagan ketatanegaraan, baik

! Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,
2015), hlm. 88.

> Udargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung:
Alumni, 1998), him. 3.



prosedural maupun subatansial, sehingga dibentuklah
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amandemen ketiga UUD
1945 yang secara kelembagaan memiliki wewenang untuk
melakukan penafsiran Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.’

Berkaitan dengan dinamika pespektif HAM. Kecelakaan
sejarah telah terjadi di era Orde Baru, pada saat itu HAM lebih
dikendalikan oleh kekuasaan pusat. B.J. Habiebie sebegai
Presiden setelahnya dipaksa harus menentukan transisi dan
konsolidasi demokrasi untuk menyusun desain penghormatan,
perlindungan dan penegakan HAM dalam waktu 512 hari.
Menurut Ifdhal Kasim seringkali masa transisi ini merupakan
kombinasi “apa yang ideal” dengan ‘“apa yang mungkin
dilakukan.”* Kemudian banyak peraturan-peraturan,” yang
dibuat secara intensif serta patuh pada piagam internasional dan
dibuat sebagai ekspresi dari kekecawaan era Orde Baru.
Termasuk Pasal 28 A hingga 28] Konstitusi Indonesia tentang
HAM melalui perubahan amandemen kedua UUD 1945.

Adanya perubahan tersebut, warga negara Indonesia tidak saja

* Aidul Fitriciada Azhary, “Konstitusi dan Demokratisasi: Studi tentang
Model Penafsiran Konstitusi bagi Pengujian Konstitusional yang Demokratis di
Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, (september 2007), hlm. 162.

* Ifdhal Kasim & Eddie Riyadi T, Pencarian Keadilan di Masa Transisi,
(Jakarta: Elsam, 2003), hlm. 28.

*Pada waktu itu, lahirnya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 5
Tahun 1998 tentang Ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan
perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berkeperimanusiaan, dan
merendahkan martabat, UU No 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan
pendapat, UU No 11 Tahun 1998 tentang Hak dan kewajiban buruh, UU No 8 tahun
1999 tentang hak dan perlindungan konsumen, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers,
hak dan kewajibannya.



bermakna sebagai individu subjek hukum yang harus
memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga sebagai
“seseorang” yang harus dihormati, dihargai dan dilindungi

harkat dan martabatnya sebagai manusia.®

Setelah lima belas tahun, MK tidak lepas dari
permohonan-permohonan judicial review yang menyangkut
permasalahan HAM. Keluhan masyarakat mulai bermunculan,
tidak terkecuali dengan naiknya perdebatan publik terhadap
kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan
dengan HAM. Misal, kritik terhadap putusan MK No 97/PUU-
XIV/2016 terkait penghayat aliran kepercayaan,” putusan MK
No 46/PUU-XIV/2016 yang diisukan dengan wacana LGBT.®
sebelumnya terdapat juga putusan-putusan yang kontroversial
karena MK dinilai inkonsisten dalam menentukan putusan
terkait dengan hak sipil dan hak politik, yaitu: (1) Putusan No.
065/PUU-I1/2004 untuk menguji Undang-undang No. 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya pemberlakuan
hukum secara surut; (2) Putusan 102/PUU-VII/2009 untuk
menguji Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden; (3) Putusan No. 140/PUU-
VII/2009 untuk menguji Undang-undang No. 1/PNPS/1965

6 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2014), hlm. 62.

""Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui
Negara", https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-
membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara. diakses pada 14 Maret
2018 Pukul 07.42. WIB.

*http://www.negarahukum.com/hukum/mk-tidak-legalkan-lgbt-dan-
kumpul-kebo.html diakses pada 14 Maret 2018 pukul 19. 15. WIB.



tentang Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

Agama’, dan lainnya.

Pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa seiring
menyelesaikan sengketa MK, berkembang pula ragam
penafsiran hukum HAM oleh MK. Sejauh ini, terdapat empat
macam pandangan tentang HAM yang berkembang dalam
masyarakat Indonesia. Pertama, pandangan universal absolut
yang menganggap bahwa nilai-nilai HAM bersifat Universal
sehingga implementasinya tanpa harus memperhitungkan
kondisi-kondisi sosial budaya lokal setempat. Kedua, pandangan
universal relatif yang melihat HAM selain sebagai persoalan
universal namun demikian harus memperhitungkan aturan-
aturan internasional yang sudah berlaku sebelumnya dengan
nilai-nilai yang berkembang di suatu Negara. Ketiga, pandangan
partikularistik absolut yang memaknai HAM sebagai persoalan
masing-masing bangsa yang tidak dapat dicampuri oleh negara-
negara lain. Pandangan ini sering menimbulkan kesan
chauvinistik dan egoistik. Keempat, pandangan partikularistik
relatif, yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal juga
merupakan masalah masyarakat setempat dalam arti
penerapannya masih harus memperhatikan kondisi sosio—

kultural masyarakat lokal, termasuk di dalamnya faktor agama.'’

? Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi
Manusia”, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 3 Desember 2013, hlm. 189.

1% Umar sholahudin, “HAM Pancasila; Partikularisme HAM Bercita Rasa
Keindonesiaan”, diakses dari http://fh.unair.ar.id/ , pada tanggal 22 Mei 2018 Pukul
11.29.




Demikian dengan beberapa putusan MK, terkadang
menggunakan penafsiran HAM partikular absolut, partikular
relatif pun sebaliknya. Oleh karena itu, ada empat putusan MK
yang bersangutan dengan hubungan keperdataan, lebih khusus
perkawinan, yaitu: Pertama, putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah; Kedua,
putusan MK No. 8/PUU-XII/2014 yang menolak seluruhnya
permohonan pembatalan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974
karena membatasi hak dalam malaksanakan nikah beda agama;
Ketiga, putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian
Perkawinan; Keempat, putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 yang

berimplikasi membatalkan larangan pernikahan sekantor.

Dari empat penelitian ini, hanya akan dikaji dua putusan
yang dinilai dari dua perspektif HAM berbeda. Putusan MK No.
46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa pasal 43 ayat (1) UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan
UUD 1945 dan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dalam
hal ini, MK menggunakan paradigma HAM universal dalam

. ... . .11 ..
menyelesaikan judicial review machica.” Putusan ini dikenal

"' Disampaikan oleh Faiq Tobroni, S.HI, M.H dalam The Ist Annual
International Conference Call For Paper on Islamic Law di Gedung Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 27 November 2017.



sebagai putusan revolusiner karena berani berfikir progresif,
meloncat dari normativitas dalam bidang keperdataan, sehingga
berimplikasi pada jenjang kehidupan anak di luar perkawinan

dengan bapak biologisnya, termasuk kewarisan.'>

Satu putusan lainnya yaitu putusan MK No 8/PUU-
XII/2014 yang menolak seluruhnya permohonan. Dalam
permohonannya menyebutkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No 1
Tahun 1974 dianggap merugikan hak konstitusional para
pemohon yang ditentukan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 281
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28] ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2)
UUD 1945. Dalam putusan ini, MK menggunakan paradigma
HAM partikular dengan dipengaruhi faktor agama, yang dalam
ketatanegaraannya pemeluk agama islam melangsungkan
pernikahan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA)
dan dicatatkan ke kantor catatan sipil untuk selain agama
islam."® Dalam hal ini, secara jelas eksistensi hukum Islam dapat
ditegakkan kembali oleh penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU
Perkawinan. Peran putusan MK telah mengkorelasikan antara

hukum agama dan negara yang harmonis, serta dapat

"2 Dika Juan Aldira, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap
Kewarisan Anak Luar Pernikahan (Analisis Terhadap Putusan MK No. 4/PUU-
VII1/2010),” Skipsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung 2017.

3 Disampaikan oleh Faiq Tobroni, S.HI, M.H dalam The Ist Annual
International Conference Call For Paper on Islamic Law di Gedung Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 27 November 2017.



menegakkan hukum dimana negara ini dihuni oleh mayoritas

muslim yang berpijak pada maqashia’u—syam’alfz14

Atas dua alasan tersebut, perlu dikaji dan didalami tentang
apa indikator MK dapat memutuskan perkara Judcial review
sesuai dengan paradigma HAM partikular dan HAM universal.
Penelitian ini dikaji agar tidak terjadi kesalahahpahaman publik
bahwa MK inkonsistensi dalam menangani perkara HAM, maka
penting dikaji tentang indikator penafsiran MK dalam
menggunakan paradigma HAM terutama lewat studi atas
putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan putusan MK No
8/PUU-X11/2014.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas,
penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci.
Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini di antaranya:

1. Apa yang melatarbelakangi perbedaan penerapan HAM
universal dan HAM partikular dalam putusan MK No.
46/PUU-VIIL/2010 dan putusan MK No. 8/PUU-XI1/2014 ?

2. Indikator apa yang menentukan putusan HAM universal dan
HAM partikular dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
dan putusan MK No. 8/PUU-XI1/2014 ?

" Islamiyati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.

68/Puu/Xii/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di
Indonesia,” Jurnal AI-Ahkam, Volume 27, Nomor 2, (Oktober 2017), hlm. 157.



C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Berawal dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari
penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan penyusun, juga antara lain sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Mendeskripsikan MK dalam membangun pola penafsiran
terhadap pengujian Undang-undang terkait HAM
universal dan HAM partikular
b. Mengetahui indikator MK dalam menentukan putusan-
putusan berdasarkan HAM universal dan HAM partikular,
khususmya dalam putusan dalam putusan MK No.
46/PUU-VIII/2010 dan putusan MK No. 8/PUU-XI1/2014.
2. Kegunaan Penelitian
Dalam penulisan hukum ini penyusun mengharapkan adanya
manfaat yang bisa diperoleh antara lain:
a. Berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya
mengenai judicial review pasal-pasal terkait HAM oleh
MK.
b. Berguna untuk menjadi bahan referensi penulisan tentang
HAM dan MK.
c. Bermanfaat untuk membentuk pola pikir kritis, dinamis
dan sistemik dalam penyusun serta mengembangkan daya

nalar ilmiah dalam pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan yang

pertama kali dilakukan, sudah ada penelitian sebelumnya yang



serupa. Hanya saja untuk menghindari hal-hal yang bersifat
plagiatisme, maka penyusun akan mempertegas perbedaan
masing-masing judul penelitian yang akan dibahas dalam

penulisan ini. Adapun perbedaan dari masing-masing judul.

Kajian penelitian atas putusan-putusan MK terkait HAM
universal atau relatvisme budaya pernah diteliti oleh Suparman
Marzuki (2013)," perspektif MK tentang HAM dibaca melalui
tiga putusannya, yaitu: Putusan Nomor 065/PUU-II/2004;
Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 140/
PUU-VII/2009 menunjukkan bahwa MK tidak secara konsisten
menggunakan satu perspektif dalam mempertimbangkan dan
memutus kedudukan suatu Undang-undang. Pada satu putusan
menggunakan perspektif universal, tetapi pada putusan lain
menggunakan perspektif partikular. Namun, penelitian ini objek
kajiannnya adalah HAM di bidang hak sipil dan hak politik,

sementara saya di bidang keperdataan, lebih khusus perkawinan.

Penelitian tentang standarisasi HAM universal diteliti juga

oleh Sarah Eliza Aishah,16 Titon Slamet Kurnia,'’

'S Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak
Asasi Manusia, ” Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. (3 Desember 2013). Hlm. 1.

16 Sarah Eliza Aishah, “Keberlakuan Pasal 26 dan Pasal 46 Vienna
Convention on The Law of Treaties 1969 (VLCT) Dalam Hubugan Antara Hukum
Nasional dengan Perjanjian Intrnasional,” Skripsi, Jakarta: UI, hlm. 137.

'7 Titon Slamet Kurnia, “Internalisasi Standar HAM Internasional Dalam
Pengujian Undang-undang, ” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, No 2, (Juni 2016),
hlm. 277-287.
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Nurhidayatulloh,” dan Ninon Melatyuga,” tetapi keempat
penelitian ini memiliki objek yang berbeda-beda. Sarah
membahas secara yuridis-normatif tentang pertimbangan
keterikatan hukum nasional dan hukum internasional
berdasarkan ketetuan Pasal 27 dan Pasal 46 Vienna Convention
On The Law Trearies 1969. Menurutnya, Pasal 27 VCLT
digunakan oleh Negara-negara untuk mendapatkan haknya dari
negara lain tetapi mengabaikan kewajibannya pada suatu
perjanjian Internasional. Sedangkan untuk pasal 46 VCLT
jarang digunakan untuk diajukan sebagai alasan pembenar suatu
negara tidak melaksanakan ketentuan suatu perjanjian
Internasional. Titon dalam tulisannya membahas secara
pendekatan konseptual bahwa Standar HAM internasional yang
wajib dipertimbangkan oleh MKRI secara khusus adalah standar
HAM yang memperoleh status erga omnes dan jus cogens,
dalam hal ini non-deregoble rights. Sementara Nurhidayatullah
memfokuskan kajiannya cenderung membahas pengujian
Undang-undang terhadap Undang-undang ratikasi oleh MK.
Hasilnya, Undang-undang ratifikkasi boleh diuji karena
termasuk dibentuk oleh DPR dan disetujui oleh presiden sebagai
kategori Undang-undang yang juga harus terikat pada hirarki
peraturan perundang-undangan dengan dalih bahwa kebenaran

yang dianut MK adalah sudut pandang kebenaran konstitusi dan

'8 Nurhidayatulloh, Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh

Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI, Jurnal.

Ninon Melatyuga, “Mendorong Sikap Lebih Bersahabat Terhadap Hukum
Internasional: Pnerapan Hukum Intenasional oleh Pengadilan Indonesia,” Jurnal
Refleksi Hukum, Vol. 1 No. Tahun 2016.
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Ninon dalam penelitiannya memberikan konsep empat agar
masyarakat internasional patuh kepada standar HAM
Internasional yaitu, preskripsi untuk memahami hukum
Internasional ~ sebagai  hukum, menemukan legitimasi
penggunaan hukum Internasional dalam konstitusi RI secara
kontekstual, mengaktifkan fungsi hakim sebagai interpreter
untuk mngaplikasikan hukum internasional secara tepat dan
memahami jenis dan karakter hukum internasional beserta cara

penerapannya.

Selanjutnya dalam menelaah HAM yang terkandung
dalam Konstitusi Indonesia dari era ke era. Dapat dikaji dimulai
pertentangannya sejak perdebatan pencantuman muatan HAM
dalam Konstitusi. Terkait pencantuman HAM ada tiga
pandangan diantaranya: pertama, mereka yang berpandangan
bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara
komprehensif; kedua, mereka berpandangan UUD 1945
memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif; dan
ketiga, berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan
pokok-pokok jaminan atas HAM.

Pandangan pertama didukung oleh Mahfud MD dan
Bambang Sutiyoso. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM tidak
ditemukan secara eksplisit di dalam Pembukaan, Batang Tubuh,
maupun Penjelasannya. Tetapi menurut Sutiyoso,” di dalam

UUD 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas

* Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia,
(Jakarta: Prenada Media,2005), him. 95.
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perkataan hak dan kewajiban warga Negara, dan hak-hak
DPR.?' Pandangan kedua didukung oleh Soedjono Sumobroto
dan Marwoto, Azhary dan Dahlan Thaib. Sumobroto dan
Marwoto mengatakan UUD 1945 mengangkat fenomena HAM
yang hidup di kalangan masyarakat, atas dasar itu HAM yang
tersirat di dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan
pandangan hidup bangsa, yaitu pancasila.22 Kelompok ketiga
didukung oleh Kuntjoro Purbopranoto, G. J Wolhoff, dan M.
Solly Lubis. Menurut Kuntjoro, jaminan HAM bukan tidak ada,
melainkan  dalam  ketentuan-ketentuannya UUD 1945

. . .2
mencantumkan secara tidak sistematis.”

Dalam mengkaji putusan MK No. 8/PUU-XII/2014
tentang pernikahan beda agama dapat dikaji dari penelitian Sri
Wahyuni,24 Miss. Sasithorn Semsamai,” Ana Lela F.CH.” Sri

Wahyuni dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sulitnya

! Lihat Pasal 21: ayat (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
berhak memajukan rancangan undang-undang, Pasal 29: ayat (1) Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 30:ayat (1) Tiap-
tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan
Pasal 31: Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dalam UUD
1945 sebelum amandemen.

2 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia., hlm. 96.
> Ibid.

* Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri: Kajian
Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis, (Yogyakarta: Suka press, 2014).

 Miss. Sasithorn Semsamai, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan
Thailand,” skripsi, jurusan perbandingan madzhab Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

% Ana Lela F.CH, Dkk, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya
Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember,” Jurnal Ilmu
Agidah dan Studi Agama, Vol. 4 No. 1, 2014.
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pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, bertentangan
dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu tentang kebebasan
beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga dengan
perkawinan yang sah. Perkawinan campuran diatur dalam
Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 nomor 158
(GBR). Dengan tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda
agama dalam Undang-undang perkawinan, maka terdapat
polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan
Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, ada yang menyatakan
bahwa perkawinan beda agama tidak boleh. Akan tetapi,
berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan, terdapat ahli
hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum sehingga
peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian,
perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan
di Kantor Catatan Sipil. Sementara penelitian Miss. Sasithorn
mendeskripsikan bahwa perkawinan di Indonesia masih
didominasi paradigma hukum agama, tetapi di Thailand hanya
dicatatkan saja ke catatan sipil, berarti hukum negara yang

paling mendominasi dalam perkawinan beda agama. Hasil
penelitian Ana Lela memberi tiga jawaban. Pertama, adanya
konsep perkawinan beda agama di Jember. Kedua, adanya
wilayah cacatan sipil yang memperbolehkan kawin beda agama,

dan yang ketiga harmonisasi praktek perkawinan beda agama di

Kota Jember.
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Dalam mengkaji putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dapat
dilihat penelitian Kudrat Abdillah,”’ dan Zakkyah.*® Kudrat
lebih mendeskripsikan bahwa perubahan sosial yang mendasar
bagi anak yang lahir di luar nikah akibat perlakuan orang
tuanya, putusan MK ini menjadi terobosan baru, meski dalam
prakteknya ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan
berupa pertimbangan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan
teknologi yaitu tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), adanya
konflik kebudayaan, semakin bertambahnya gerakan sosial, dan
ketidakteraturan hukum di Indonesia. Sedangkan Zakkyah
mengkaji putusan MK ini melalui teori Aifzhu  nasl,
penelitiannya menjelaskan bahwa menasabkan anak di luar
perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya merupakan
suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari magasidu-
ssyar’iyyah. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang lahir
dari “pernikahan di bawah tangan,” maka hal ini sesuai dengan

ketentuan maqasidu-ssyar iyyah.

Dari pemaparan di atas, jelas sudah banyak penelitian-
penelitian yang berkaitan dengan standar HAM universal dan
HAM partikular dan ada beberapa penelitian juga yang
mendukung data dalam penelitian ini. Di sini penyusun

menegaskan kembali bahwa obyek yang diteliti tidak sama

7 Kudrat Abdillah, “Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah

Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), Tesis, Hukum
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

28 Zakkyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” Kajian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” Jurnal Yudisial, Vol. 9
No. (2 Agustus 2016).
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dengan para peneliti sebelumnya. Penyusun mengambil obyek
putusan MK dalam aspek keperdataan yaitu hukum perkawinan.
Selain itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode
penelitian ~ dengan  pendekatan = komparatif, = dengan
membandingkan atas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan
putusan MK No. 8/PUU-XII/2014 untuk mendapatkan temuan
kajian tentang indikator yang harus diperhatikan dalam
menerapkan standar HAM universal atas pertimbanngan

pengujian terhadap Undang-undang.

E. Kerangka Teoretik

Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang
mempelajari aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif
tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara
interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengatahuan dan
penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar
mengenai hukum positif yang bersangkutan.”

Teori hukum berbeda dengan dogmatik hukum. Dogmatik
hukum sifatnya menjelaskan secara yuridis/konkret hukum
positif, sementara teori hukum berguna untuk menganalisis atau
membahas secara teoritis/kritis, bukan hanya merujuk pada
hukum positif atau perundang-perundangan, tetapi menjawab
secara argumentatif dengan penalaran secara teoritis dan kritis.
Dapat dibilang teori hukum merupakan teorinya dogmatik

hukum. Sebagai teorinya teori, teori hukum disebut meta

* Sudikno Mertakusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Universitasa
Atma Jaya, 2011), hlm. 87.
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teori.”” Maka untuk menganilisis secara yuridis, filosofis dan
sosiologis penelitian ini akan mengunakan kerangka teori
sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum dan HAM

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Secara teori,
Philipus Hadjon menyebutkan ada tiga macam konsep negara
hukum yakni Rechstaat, Rule of Law, dan negara hukum
Pancasila. Satjipto Raharjo menegaskan bahwa prinsip negara
hukum terlihat sebagai gebus principle dari prinsip legalitas.
Maka menjadi penting untuk mengkaji asal muasal prinsip
negara hukum tersebut. Sederhananya, tidak dapat dipandang
prinsip negara hukum sebagai prinsip yang jatuh dari langit,
melainkan ia lahir dan terbentuk dari komunitas sosial kultural,31
dan tidak lain itu adalah falsafah bangsa Pancasila.

Berbicara negara hukum, maka akan berbicara tentang
pola, sistem, dan subtansi negara hukum. F.J. Stahl
menyebutkan ciri-ciri konsep negara hukum yaitu:

a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia

(grondrechten).
b. Adanya pembagian kekuasaan (scheiding van machten)
c. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan

hukum (wet matigheid an het bestuur).

30 Ibid, him. 88-89.

Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 22.
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d. Adanya peradilan administrasi (admistratief

rechtspraak).”

Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Sri
Soemantri, bahwa ada empat unsur yang harus dipenuhi oleh

negara hukum:*

a. Bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam
melaksanakan  tugas dan kewajibannya  harus
berdasarkan atas hukum, baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis.

b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan
warga negara);

c. Adanya pembagian kekuasaan (distribution of power)
dalam negara;

d. Dan adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan

peradilan).

Dua ciri-ciri negara hukum ini memiliki banyak
persamaaan konsep yang menunjang sebagai negara hukum,
salah satunya adalah pengakuan dan jaminan HAM. Dalam
kaitannya penjelasan diatas, menunjukan dengan jelas ide
sentral konsep negara hukum (rechtsstaat) adalah pengakuan

dan perlindungan terhadap hak asasi manusi yang bertumpu

32QF Marbun, dkk, Hukum Administrasi Negara/Dimensi-dimensi
Pemikiran, (Yoyakarta: UII Pers, 2001), hlm. 7.

33 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung:
Alumni, 1992), him. 17.
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pada prinsip kebebasan dan persamaan.’* Sejalan dengan
ungkapan Thomas Hobbes yang menyatakan Hak Asasi
Manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang
disebut hommo homini lupus, bellum omnium contras omnes.
Sebagaimana yang dikatakan Paul Scholten, ciri utama negara

hukum adalah, er is recht tegenover den staat.”

Lebih lanjut Jimly Asshiddigie menegaskan bahwa negara
hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya
mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu
haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslah
didasarkan atas hukum. Menurutnya, dalam perspektif yang
bersifat horizontal gagasan demokrasi yang berdasarkan atas
hukum (constitutional democracy) mengandung 4 (empat)

prinsip pokok, yaitu:*®

a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam
kehidupan bersama;

b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau
pluralitas;

c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber

rujukan bersama;

3% Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,
(Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 6.

3 Jimly Assihiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II,
(Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 87.

% Jimly Asshiddigie, “Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju
Indonesia Baru”, Artikel, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000), him. 141 — 144.
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d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan
mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks
kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-
dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi

negara dengan warga negara.

Oleh karena itu, kajian penelitian ini akan menggunakan
rangkaian kerangka teoritik. Dari konsep umum Indonesia
sebagai negara hukum  Pancasila serta pengakuan HAM
sebagaimana kewajiban negara hukum. Maka akan dianalisis
lebih dalam menggunakan teori penafsiran Konstitusi untuk
menentukan faktor-faktor dan indikator penerapan HAM dalam

penelitian ini.

2. Teori Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran dalam ilmu hukum dan
Konstutusi adalah metode penemuan hukum dalam hal
peraturannya ada tetapi tidak konkret untuk dapat diterapkan
pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah
berkenaan  dengan  hal  mengkonkretisasikan  produk
pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan
pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung
menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual

(putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris
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dan sebagainya). Secara harfiah menurut Meuwissen, penemuan
hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.”’

Sudikno Mertokusumo mengidentifikasikan beberapa
metode penafsiran sebagai berikut: Pertama, interpretasi
gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; Kedua, interpretasi
teleologis atau sosiologis; Ketiga, interpretasi sistematis atau
logis; Keempat, Interpretasi historis; Kelima, interpretasi
komparatif atau perbandingan; Keenam, interpretasi futuristis.*®

a. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut
bahasa ini disebut juga metode penafsiran objektif
karena cara penafsiran atau penjelasan yang paling
sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-
undang dengan menguraikannya menurut bahasa,
susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut
bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar
‘membaca Undang-undang.’ Dari sini arti atau makna
ketentuan Undang-undang dijelaskan menurut bahasa
sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim
terikat erat pada bunyi kata-kata dari Undang-undang.
Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis

7 B. Arief Sidharta (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembanan

Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: P.T. Refika
Aditama, 2008), him. 11.

3 Sudikno Mertakusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:

Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 219.
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Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah
apabila makna Undang-undang ditetapkan berdasarkan
tujuan kemasyarakatan. Interpretasi teleologis ini
Undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang
atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa,
hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak
peduli apakah hal 1ini semuanya pada waktu
diundangkannya Undang-undang tersebut dikenal atau
tidak. Di sini peraturan  perundang-undangan
disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang
baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan
dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan
yang lama dibuat aktual.”

c. Interpretasi Sistematis

Terjadinya suatu  Undang-undang selalu
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain,
dan tidak ada Undang-undang yang berdiri sendiri lepas
sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-
undangan. Setiap Undang-undang merupakan bagian
dari  keseluruhan  sistem  perundang-undangan.
Menafsirkan Undang-undang sebagai bagian dari
keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan
menghubungkannya dengan Undang-undang lain
disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi

logis. Menafsirkan Undang-undang tidak boleh

39 Ibid, him. 221.
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menyimpang atau keluar dari sistem perundang-

4
undangan.*’

. Interpretasi Historis

Ada dua macam interpretasi historis, yaitu
penafsiran menurut sejarah Undang-undang dan
penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran
menurut sejarah Undang-undang hendak dicari maksud
ketentuan Undang-undang seperti yang dilihat atau
dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang pada
waktu pembentukkannya. Pikiran yang mendasari
metode interpretasi ini ialah bahwa Undang-undang
adalah kehendak pembentuk Undang-undang yang
tercantum dalam teks Undang-undang.*' Interpretasi
menurut sejarah Undang-undang ini disebut juga
interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri
pada pandangan subjektif pembentuk Undang-undang,
sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut
metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang
hendak memahami Undang-undang dalam konteks
seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi

. 42
menurut sejarah hukum.

0 1bid, him. 222.
1 Ibid, him. 223.

42 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum ,(Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1993), hlm. 17-18.
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e. Interpretasi Komparatif
Interpretasi komparatif merupakan penjelasan
berdasarkan perbandingan hukum. Dengan
membandingkan hendaknya dicari kejelasan mengenai
suatu ketentuan Undang-undang. Terutama bagi hukum
yang timbul dari perjanjian internasional, karena
dengan pelaksanaan yang seragam direalisisir kesatuan
hukum yang melahirkan perjanjian internasional
sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk
beberapa Negara. Di luar hukum perjanjian
internasional kegunaan metode ini terbatas. *’
f. Interprtasi Futuristis
Interpretasi futuristis atau penemuan hukum
yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketenntuan
Undang-undang dengan berpedoman pada Undang-

undang yang belum memiliki kekuatan hukum.*

Selain penafsiran hukum Sudikno Mertakusumo, ada juga
penafsiran hukum yang lebih khusus membahas tentang
konstitusi, yang terbagi dari kalangan originalist, non-originalist
dan Naturalis. Pendekatan kalangan originalist menitikberatkan
penafsiran teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan
konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Beberapa
pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalist

adalah sebagai berikut: 1) Textualist/strict constructionism.

* Sudikno Mertakusumo, Mengenal Hukum., hlm. 224.
* Ibid, him. 225.
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Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh
hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan
permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut
juga dengan strict constructionism dimana keputusan semata-
mata didasari kepada pernyataan pada text dalam Undang-
undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam
konstitusi tersebut memang multi tafsir atau ambigu. 2)
Historical/Original Intents Para penganut paham ini meyakini
bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-
kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam
penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi. 3)
Functional/Structural. Para functionalist meyakini bahwa
sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap
struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah.*’

Pendekatan Kalangan non-originalist yaitu kelompok
yang menentang pandangan originalis, biasanya menyebut diri
mereka sebagai modernis atau instrumentalis. Para modernis
menggunakan pendekatan dengan meletakan konstitusi sebagai
sebuah Undang-undang yang harus menyesuaikan terhadap
kondisi modern saat ini. Menurut mereka tidaklah mungkin
melihat Konstitusi hanya dari sudut pada masa pembuatannya.

Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh

kalangan non originalist adalah sebagai berikut: 1)

¥ Saldi Isra, dkk, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di

Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif),
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm.

58-69.
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Doctrinal/Stare Decisis. Paham ini meletakkan idenya bahwa
sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek
yang telah terjadi atau melalui pandangan-pandangan para
profesional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif
atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan
kepada the meta-doctrine dari pandangan sebuah putusan, yang
diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh
peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya
sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum
(normative).
2) Prudential. Para prudentialist berkeyakinan bahwa suatu
keputusan hakim pasti didasari dari faktor-faktor eksternal dari
hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap
kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini
menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat
mempengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal
peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada
metode doctrinal. 3) FEgquitable/ethical Menurut kalangan
Equitable, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari
kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari pelbagai
kepentingan, dan apa yang baik.*

Pendekatan Kalangan Naturalis Keputusan atau penafsiran
hakim didasarkan kepada apa yang dibutuhkan atau dianjurkan

oleh hukum alam (kitab-kitab agama/hukum tuhan), kemanusian

 Ibid.
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dan kondisi lapangan atau kondisi ekonomi yang sedang terjadi

dan berkembang pada wilayah itu.’

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini
antara lain:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitiaan yang penyusun gunakan merupakan jenis
penelitian library research. Teknik pengumpulan data diperoleh
melalui data primer dan sekunder. Data premier didapat melalui
pengkajian mendalam atas putusan-putusan MK disertai
wawancara kepada representatif hakim Konstitusi pada setiap
periodenya.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka
(buku, artikel, dokumen, internat, seminar, dan lain-lain) yang
membahas tentang Internalisasi standart HAM universal oleh

MK.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan metode
studi perbandingan, yaitu merupakan penelitian yang berusaha
menganalisis yuridis, yang dalam hal ini adalah putusan MK.
Kemudian mendeskripsikannya atas perbandingan dua putusan

MK dari dua perspektif HAM.

47 Ibid.
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3. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis-normatif dan ditinjau lebih khusus
melalui  Comparative Approach (Pendekatan Komparatif).
Dalam penelitian hukum ini objeknya adalah Paradigma HAM
dalam Putusan MK. Penelitian hukum dilakukan untuk
membuktikan apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam
suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai
atau merefleksikan  prinsip-prinsip hukum yang ingin
menciptakan keadilan.*®
Data yang digunakan adalah data primer yang berupa bahan
hukum. Bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang
benar mengenai objek penelitian yang terdiri dari bahan primer,

.4
sekunder, tersier.*’

4. Sumber Data

Pada dasarnya, sumber data dapat dibedakan antara data
yang diperoleh lansung dari masyarakat, dan dari bahan pustaka
ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan
data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari
sumber data pertama, yaitu putusan MK, serta peraturan-
peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup

dokumen-dokumen resmi, baik buku-buku, maupun hasil

* Jonny Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing , 2005), him. 48.

* Surjono soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2012), him 12-13.
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penelitian yang berwujud laporan.”® Adapun yang menjadi
sumber data dalam penelitian ini antara lain:
a. Data primer
Penyusun dalam rangka mengadakan penelitian ini
mengambil satu objek yaitu 2 putusan MK yang berkaitan
HAM di bidang keperdataan, yaitu putusan MK No.
46/PUU-VIII/2010 dan putusan MK No. 8/PUU-XI1/2014.
Telaah kajian ini dilihat dari dinamika proses MK dalam
membangun pola penafsiran serta paradigma HAM yang
digunakan dalam menyelesaikan perkara pengujian
Undang-undang.
b. Data sekunder
Adapun sumber data pendukung penelitian ini
penyusun ambil dari dokumen-dokumen tertulis, seperti
buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan

bahan tersier.

5. Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik
pengumpulan data sebagaimana berikut di bawah ini:
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara

membaca, mempelajari, menganalisis dan mengkaji

50Soerjono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, ( Jakarta: Ul Pers,
2010), hlm. 11-12.
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putusan-putusan MK, buku-buku, perundang-undangan,
atau data-data yang berupa bahan pustaka lainnya.
b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh
informasi dari narasumber yang mumpuni juga pernah
mengalami secara praktek yang berkaitan dengan dua
putusan MK tersebut. Wawancara yang digunakan
penyusun berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden
diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa dan
secara komukatif atau berdialog dua arah sehingga
responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan.
Dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
Narasumber adalah orang yang mempunyai sumber
informasi baik berupa data maupun dokumen yang

berhubungan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada
metode penelitian kualitatif. Pada teknis analisis data kualitatif
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku
yang dapat diamati.”’ Dengan demikian, penelitian kualitatif
adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti

*'Lexi Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya 2005), him. 18.
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dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk
membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan

sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini
dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab,
dan masing-masing bab itu saling berkaitan satu sama lainnya,
sehingga membentuk rangkaian kesatuaan pembahasan.

Bab pertama pendahuluan, merupakan pemaparan
latarbelakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan
masalah. Rumusan masalah merupakan penegasan terhadap isi
dalam sub bab latar belakang masalah kemudian dilanjutkan
dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian
ni.

Bab kedua tinjauan umum tentang landasan yuridis dan
filosofis HAM universal dan relativisme budaya dari aspek
yuridis, yaitu perjanjian internasional, Deklarasi universal
HAM, Piagam Kairo, hingga UUD 1945 Amandemen ke empat
beserta perundang-undangan yang berkaitan dan putusan-
putusan MK serta deskripsi singkat respon Negara Indonesia
terhadap HAM universal. Dan dalam bab ini akan dibahas
tentang landasan yuridis, sejarah dan wewenang MK.

Bab ketiga berupa pembahasan umum. Dari aspek
sosiologis akan dibahas pandangan HAM universal dan

relativisme budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia
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serta praktik ketatanegaraan Indonesia terhadap Piagam
Internasional, kedaualatan Konstitusi, dan paradigma HAM dari
Pola penafsiran putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dan
Putusan MK No. 8/PUU-XI1/2014.

Bab keempat analisis hasil penelitian yang menjawab
semua rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang
pola penafsiran MK terhadap pengujian Undang-undang dalam
putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan putusan MK No.
8/PUU-X11/2014 dan indikator MK dalam menentukan putusan
pengujian Undang-undang yang berdasarkan paradigma HAM
universal, bab ini menyajikan hasil penelitian dari perbandingan
dua putusan MK tadi, serta membandingkannya dengan teori
dan informasi praktek yang didapat.

Bab kelima penutup, berupa kesimpulan dari rangkaian
yang diperoleh dari pembahasan yang telah dijelaskan dan saran
berupa kritik ataupun komentar serta masukan terhadap fakta

yang terungkap di lapangan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak
di Luar Perkawinan yang memiliki perspektif hukum HAM
universal-relatif dan putusan MK No. 8/PUU-XII/2014 tentang
Perkawinan Beda Agama yang memiliki hukum HAM
perspektif partickular-relatif didapatkan tiga faktor perbedaan
yang melatarbelakangi perspektif HAM. Dalam putusan MK
No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu: Pertama, Objek judicial review
adalah anak yang memiliki perlindungan khusus dalam
konstitusi Indonesia maupun konvenan Internasional; Kedua,
putusan ini menggunakan pola penafsiran Konstitusi orginalist
Fungsional/struktural dan non-orginalist doktrinal, dimana
penafsiran Konstitusi orginalist Fungsional/struktural digunakan
untuk membatalkan pasal dan penafsiran Konstitusi non-
orginalist doktrinal digunakan untuk pendekatan progresif
dalam memperluas tasfiran norma hukum; Ketiga, hakim
konstitusi menggunakan batas atas dalam menafsirkan
Konstitusi sehingga lebih bersifat kontekstual. Sedangkan dalam
putusan MK No. 8/PUU-XII/2014 yaitu: pertama, objek judcial
review adalah perkawinan yang dalam konvenan internasional
ketentuan perkawinan harus dilaksanakan sesuai keadaan
masyarakat negara itu sendiri; Kedua, putusan ini menggunakan
pola penafsiran Konstitusi originalist fungsional/struktural yang

besar dipengaruhi oleh nilai dasar Sila Ketuhanan Yang Maha
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Esa; Ketiga, hakim konstitusi menggunakan batas bawah dalam

menafsirkan konstitusi sehingga lebih tekstual.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan penerapan
HAM dua putusan ini, menjadi bagian tolak ukur yang dikaji
lebih dalam melalui konsep virtue jurisprudence untuk
menemukan indikator-indikator relevan yang menjadi dasar
legitimasi hakim Konstitusi dapat menerapkan perspektif HAM
universal dalam objek perkara juducial review. Terdapat lima
indikator yaitu: Pertama, penafsiran Kontitusi yang dikaji untuk
memberikan  perlindungan maksimal kepada kelompok
minoritas atau rentan yang memperoleh dampak negatif dari
proses peraturan yang didasarkan pada pertimbangan mayoritas;
Kedua, penafsiran Konstitusi untuk mengakomodasi kovenan
Internasional yang relevan di Indonesia dan belum diatur dalam
perundang-undangan; Ketiga, penafsiran Kontitusi untuk
melindungi hak konstitusional warga Negara; Keempat,
penafsiran untuk memulihkan kembali hak-hak konstitusional
yang dilanggar; Kelima, penafsiran Kontitusi yang didasarkan
pada perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya
internasional yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar

Pancasila.

B. Saran
Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk akademisi khususnya mahasiswa, penelitian ini dapat
dikaji untuk mengkaji penelitian-penelitian baru tentang

judicial activism atau judicial reinstaint dalam putusan-
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putusan MK di Indonesia serta ciri-ciri HAM universal-
absolut, universal-relatif, patikular-absolut, dan partikular-
relaltif dalam perundangan—undangan Indonesia.

. Untuk MK, selain keadilan subtantif, perlu diperhatikan juga
pertimbagan keadilan prosedural dalam menentukan putusan
MK.

. Untuk lembaga eksekutif, perlu diadakan suatu forum dengan
akademisi untuk membahas tentang perkembangan HAM
yang relevan di Indonsia atau tidak relevan agar menjadi
bahan pertimbangan hakim Konstitusi terhadap pertimbangan

Jjudicial review terkait HAM.
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